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KOTA TOMOHON
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PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ToMoHON NOMOR 47 3 / pL.O2 .2 -Kpt / T tz 3 / KOT A I x I 20 tg TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEI{YELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya
Corona Vints Disease 2O19 (Couid_I9) di Wilayah
Indonesia berdasarkan Keputusan presiden Nomor l1
Tahun 2O2O tentang penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Viru.s Disea.se 2O19
(Couid-191 dan Keputusan presiden Nomor 12 Tahun
2O2O tentang penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona l/rnrs Siseas e 2O19 (Couid_ 19)
Sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan Corona
Vins Di.sea.se 2O19 (Covid_191 sebagai Bencana
Nasional di {ndonesia, serta untuk melaksanakan
ketentuan pasal l22A ayat (3) peraturan pemerintah

Pengganti Undang_undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang perubahan Ketiga Atas Undang_undang
Nomor I Tahun 2Ol5 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang_undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang pemilihan Gubemur, pemilihan

Bupati dan Walikota menjadi Undang_undang, maka
Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia telah
melakukan penyesuaian tahapan, program dan
jadwal penyel,enggaraan pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
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Wali Kota dan Wakil Waji Kota Tahun 2O2O dengan
menetapkan Peraturan Komisi pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 202O;

bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2O2O tentang perubahan Ketiga Atas peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor l5 Tahun 2019
tentang Tahapan, program Dan Jadu,al
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O maka
dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian
tahapan, prograrn dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon
Tahun 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kota Tomohon tentang perubahan Kedua Atas
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon
Nomor 47 3 / PL.O2.2 -Kpt / 7 I Z 3 / Kota / X / 20 tg Tentang
Pedoman Teknis Tahapan, program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota Tomohon Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan peraturan perundang_undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagoimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1g3);
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2 Undang-undang Nomor I Tahun 2O1S tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_
undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang pemilihan

Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1S Nomor 23, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Watikota menjadi
Undang-Undang (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor l2g, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang
Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlT Nomor la2, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan

Umum/Komisi Independen pemilihan

Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor l9l l);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g Tahun
2019 Tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten,/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 320)
sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum
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Nomor 8 Tahun 2Ol9 {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali
Kota dan Wakil WaIi Kota Tahun 2O2O (BentaNegara
Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 9O5)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
dengan Peraturan Komisi pemilihan

terakhir

Umum
Nomor 5 Tahun 2O2O tentang perubahal Ketiga Atas
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 615);

7. Keputusan Komisi pemilihal Umum Nomor
929/Hk.O3.t-Kpt/Oa/KpU /V /2Ot7 tentang Kode
Klasifikasi Arsip dan pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan Umum/Komisi
Independen pemilihan Kabupaten/ Kota;

8. Keputusan Komisi pemilihan Umum prorrinsi

Sulawesi Utara Nomor 13g/pp.O 1.2_

Kpt/71/Prov /X/2019 tentang pedoman Teknis
Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi
Utara Tahun 202O sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi
Sulawesi Utara Nomor t63/pp.O1.2_
Kpt/71/Prov/XIll2Olg tentang perubahan Atas
Keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi
Sulawesi Utara Nomor ]3a/pp.Ol .2-
Kpt/71/Prov /X/2OL9 tentang pedoman Teknis
Tahapan, program Dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Tahun 2O20.

Memerhatikan. .



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Berita Acara Rapat pleno Komisi pemilihan Umum Kota
Tomohon Nomor :, 49 / pL.O2. -B A / Z 77 3 / KprJ _Kota, I V1 / 2O2O
tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan pelaksanaan

Pemilihan Cubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2O2O

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTATOMOHON
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR
473/PL.O2.2-Kpt/7tT3/KOTA/X/2org TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEI,IYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

Menetapkan perubahan beberapa ketentuan dalam
La.mpiran I dan L^ampiran II Keputusan Komisi pemilihan

Umum Kota Tomohon Nomor 4731pL.O2.2_

Kpt/7173/KOTA/XI2019 tentang pedoman Teknis
Tahapan, Program Dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O yang
sebelumnya telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor S3O /pL.O2.2_
Kpt/7173/KOTA/XtI/2019 tentang perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor
: 473/PL.O2.2-Kpt/7173/Kota/X/2OLg Tentang
Pedoman Teknis Tahapan, program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tomohon Tahun 2O2O;

Perubahan dalam la.mpiran I tentang pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir
dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA..



KETIGA Perubahan dalam l^ampiran II tentang Rincian Tahapan,
Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU, meliputi ketentuan yang
mengatur mengenai:

a. pen)'usunan peraturan/keputusan penyelenggaraan
Pemilihan;

b. sosialisasi kepada masyarakat dan
penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara
Pemilihan;

c. pembentukan KPpS, masa kerja ppK, pps, dan KppS,
dan pembentukan dan masa keqia ppDp;

d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan,

lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungaa
cepat hasil Pemilihan;

e. pemutakhiran dan pen5rusunan daftar pemilih;
f. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan Calon

perseorangan;

g. pengumuman pendaftaran pasangan Calon;
h. pendaftaran pasangan Calon;
i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian

sengketa atas penetapan pasalgan Calon;
k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan

laporan dan audit dana kampaaye;
l. pelaksanaan pemungutan suara;
m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil

penghitungan suara;
n. penetapan pasangan calon terpilih;
o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon

terpilih; dan
q. evaluasi dan pelaporan tahapan,
diubah sehingga menjadi s6gagaip6113 tercantum dalam
l,ampiran II yang merupakan b"gran tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

KEEMPAT...



KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal ..

Tomohon

15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd
HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Sesuai .{slin!'a
}iPU 

'iOTA 
TOI!'OHON

Hukum

Matantu, SH,. MH
080.120081I t00I



PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEI{YELENGGARAAN

WALI KOTA DAN WAKILWALI KOTATOMOHON

TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wali Kota dan wakil
Wali Kota Tomohon yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk
mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya
dengan adanya pedoman untuk melaksanakan setiap tahapan pem ihan.

Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf d Undang_Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Umum Gubernur,
Bupati dan walikota menjadi Undang-unda,g, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2o2o tentang perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2074 tentang pemilihan
Gubernur, Pemilihan Bupati dan walikota menjadi undang-undang Jo. pasal

27 ayat (1) huruf a, huruf b dal huruf d peraturan Komisi pemilihan umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pem ihan umum, Komisi
Pemilihan umum Provinsi dan Komisi pemilihan umum Kabupaten / Kota

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR : r45 / PL.O2.2-
Kpt / 7 t7 3 / KOT A / w I 2o2o TENTANG
PERUBAI{AN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEM]LIHAN UMUM KOTA
roMoHoN NOMOR 473/PL.O2.2_
Kpt/7L73/Ko"tA/x/2Ot9 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TA}IAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PEIVYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2O2O



sebegaimana telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan umum Nomor
3 Tahun 2020, memberikan kewenangan kepada Komisi pemilihan Umum
Kota dalam Pemilihan wali Kota dan wak wali Kota untuk merencanakan
program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan
wali Kota dan wakir wakil wati Kota, serta menyusun dan menetapkan
pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan wali Kota
dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undangan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam
rangka mewrrjudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyerenggaraan
sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku
kepentingan, maka Kpu Kota Tomohon menetapkan pedoman Telmis
Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Wati Kota dan
Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Pedoman Teknis ini sebelumnya telah mengalami 1 (satu) kali
perubahan, yaitu dengan Keputusan Komisi pemilihan umum provinsi
Sulawesi Utara Nomor S3O /pL.O2.2_Kpt/7 173/KOTA/XI1/2O19 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor
47 3 / PL.O2.2-Kpt / Z t7 3 I KOT A / X / 20 tg tentang pedoman Teknis Tahapan,
Program Dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan wali Kota Dan wakil wali
Kota Tomohon Tahun 202O.

Perubahan Kedua terhadap pedoman Teknis ini disebabkan oleh
perkembangan regulasi karena situasi dan kondisi terkait dengan bencana
non aiam pandemi corona viruses Disease - 2org (covid- 19). Dalam rang]<a
mengantisipasi menyebamya Corona Virus Disease 2019 (Covid_ 19) di
wilayah Indonesia berdasarkan Keputusan presiden Nomor r 1 Tahun 2020
tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat corona virus Disease
2o19 (covid- 19) dan Keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam penyebaran corona virus Sisease 2019 (covid-
19) Sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan corona virus Disease 2019
{Covid- 19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia.

Atas dasar sebagaimala paragraf di atas, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 1224 ayat (3) peraturan pemerintah pengganti Undang_
undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentanrg perubahan Ketiga Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2o14 tentang pemilihan
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang_undang, maka



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan penyesuaian
tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau wali Kota dan wakil
wali Kota Tahun 2o20 dengan menetapkan peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2020.

Sebagai institusi hirarkis di bawah Kpu provinsi sulawesi utara maka
KPU Kota Tomohon , untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan

Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2o2o tentang perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Progr.am Dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan,/ atau Wali Kota dan Wakil
wali Kota Tahun 2o2o memandang perlu untuk melakukan penyesuaian
tahapan, program dan jadwar penyelenggaraan pemilihan wari Kota dan
Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

B. MAKSUDDANTUJUAN

1' sebagai acuan, pedoma, dan panduan bagi penyerenggara pemilihan wari
Kota dan wakil wali Kota Tomohon Tahun 2o2o di semua tingkatan dan
para pemangku kepentingan di wilayah Kota Tomohon;

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancara,, dan kepastian dalam
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan wali Kota dan wakil
Wali Kota Tomohon Tahun 2O20.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, program, dan Jadwal dalam penyelenggaraan
Pemilihan wali Kota. dan wakil wali Kota Tomohon Tahun 2020, meriputi:
l. Tahapan Persiapan Pemilihan wali Kota dan wakil wari Kota Tomohon

Tahun 2020;

2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan wali Kota dan walit wari Kota
Tomohon Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Pemilihan WaIi Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O yang
selanjutnya disebut Pem ihan adalah peraksanaan kedaulatan rakyat
diwilayah Kota Tomohon untuk memilih wali Kota dan wakil wali Kota
Tomohon Tahun 2020;

1



2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon yang

selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasiona-l dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita- cita untuk mempeq'uangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yarrg mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewena,ng dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang

mengatur tentang Pemilihan;

5. KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;

6. KPU Kota Tomohon di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya
disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di tingkat Kota sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat ppK adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan

di tingkat kecamatan;

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat ppS adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan

Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lainlkelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KpU

Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan di tempat
pemungutan suara;

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat ppDp



adalah petugas yang diangkat oreh pps untuk membantu ppS dalam
pemutakhiran data pemilih;

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TpS adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan;

12. Har. adalah hari kalender.

E. ASAS PEI{YELENGGARAAN

I ' Pemilihan dilaksanal<an secara demokratis berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan pemilihan seb:gaimana dimaksud pada angka
1, penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip:
a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. berkepastian hukum;
e. tertib;

f. terbuka;

g. proporsional;

h. profesional;

i. aluntabel;
j. efektif; dan

k. efisien.



BAB II

PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEI..IYELEGGARAAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON

TAHUN 2O2O

A. Gambaran Umum Tahapan

Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

l) tahapan Persiapan; dan

2) tahapan Penyelenggaraan.

B. Tahapan persiapan

1) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1), meliputi
a. perencan€ran program dan anggaran;

b. penyusunan peraturan penyelenggaraal Pemilihan;

c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara

dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas

l,apangan, dan Pengawas TPS;

f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;

g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan

h. pemutakhiran dan penvusunan daftar pemilih.

2) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud
pada angka 1) huruf a termasuk:

a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah
daerah; dan

b. pengelolaan program dan anggaran.

3) Tahapan penJrusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b, termasuk penyusunan

keputusan penyelenggaraan Pemilihan.

4) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata
cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 1) huruf c termasuk:

a. sosialisasi kepada masyarakat; dan

b. penyuluhan / bimbingan telcris kepada KpU provinsi, KpU Kota,

PPK, PPS dan KPPS.



5) Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPpS sebagaimana dimaksud
pada angka l) hurufd, termasuk:

a. masa ke{a PPK, PPS, dan KPPS; dan

b. pembentukan dan masa kerja PPDP.

6) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

sebagaimana dimaksud pada aagka 1) huruf f termasuk:

a. pendaftaran pelalsana survei atau jajak pendapat; dan

b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

C. Tahapan Penyelenggaraan

1) Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf A angka 2),

meliputi:

a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

b. pendaftaran Pasangan Calon;

c. penelitian persyaratan Calon;

d. penetapan Pasangan Calon;

e. pelaksanaan kampanye;

f. pelalsanaan pemungutan suara;

g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara;

h. penetapan calon terpilih;
i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan: dan
j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2) Sebelum tahapan pengumumEm pendaftaran pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, dilal<sanakan tahapan
pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

3) Setelah tahapan penetapan Pasangan Qalsri sefagaimana dimaksud
pada angka 1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha
negara Pemilihan.

4) Pelaksanaan kampanye sebagaim6l6 dimaksud pada angka l) huruf
e, meliputi tahapan:

a. Masa Kampanye; dan

b. l,aporan dan audit dana kampanye;

5) Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada angka l) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaaa



dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan

suara.

6) Penetapan calon terpilih sebagaiman dimaksud pada angka 1) huruf h
merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa
permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

7) Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf i, dilakukan
tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah

konstitusi.

8) Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
sebagaimana dimaksud angka 1) huruf j, dilaksanakan tahapan

evaluasi dan pelaporan tahapan.

D. Ketentuan Laln-lain
1) Pelaksanaan pemungutan suana serentak j,ang ditunda karena terjadi

bencana nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19),

dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

2) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan
harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditetapkan
oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4) Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan,

program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan
protokol kesehatan pen€rnganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) diatur dengan
Peraturan KPU.

5) Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan

Wali Kota dan Wa]<il WaIi Kota Tomohon Tahun 2O2O tercantum dalam
I-ampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pedoman Tela:is ini.

6) Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraal

Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1) belum terlaksana, KpU
Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut
kepada KPU dengan menyampaikan kronologis dan alasan-alasan



belum terlaksananya jadwal tahapan dimaksud. KpU mengambil

tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait;

7) Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada

peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan,
program, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil
Pemilihan.

8) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini, berdasarkan
ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah

Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi/

Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota, dapat diatur lebih detail

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) / Prosedur Operasional

Standar (PSO) setiap tahapan.



BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapa, pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wati Kota Tomohon Tahun 2O2O.

Ditetapkan di Tomohon

Pada Tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMLIHAN UMUM

KOTATOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan Scsuai .{strinva
}iPU 

'{OTA 
TbITIOHON

b.Bagran Hukum

Matarltu, SH,. MH
080.120081I1001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR : l45lPL.O2.2-
Kpt I 7 t7 3 I KoT A I vU 2O2O TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILII{AN UMUM KOTA TOMOHON
NoMoR 473lPL.o2.2-Kpt/ 7 77 3 | K0TA I x I 2ot9
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PETTYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PE}IYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON

TAHUN 2O2O

JADWALNO XTGIATAT
AWAI, AI(EIR

I PERSIAPAN
I PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 30s tember 2O 19

a. Penyusunan d
Hibah Daerah

an penardatanganan Naskah Peq'anjian
PHD l Oktober 20l9

b Pengelolaan program darr aaggaran
Set€lah

penandatanganan
NPHD

3 (tigal bulan
setelah pengusulan

pengesahan

2 UNAN PERATURAN PEI.IYELENGGARAANPEI'IYUS
PEMILIHAN 3O November 2020

nyusunan Keputusan penyelenggaraan pemiliha,Pe

h

sampai dengan
tahapan penetapan

pasangal calon

3 a. SOSI,ALISASI
PEMILIHAN

PERATURAN PEI{YELENGGARAAN I November 2O 19 8 Desember 2020
b PE}IYULUHAN/ BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU

PPDP DAN KPPSPROVINSI PPSKPU KOTA PPK I November 2O 19 8 Desember 2O2O

4 DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DANPEMBENTUKAN
KPPS

Pembentukan PPS dan KPPS
1 PPK 15 Jaruari 2020 28 Februari 2020
2 PPS 15 Februari 2O2O 21 Marct 2O2O
3 KPPS 1 Oktober 2020 23 November 2020
b Masa PPS dan KPPSa PPK
1 nundaan ta-haPPK sebelum I Maret 2020 31 Maret 2020

undaanPPK sebelum 15 Juni 2020 31 Januari 202 1
PPS 15 Juni 2O20 31 Januari 2020
KPPS 24 Novemtrcr 2O2O 23 Desember 2020

C Pembentukan dan Masa ke a PPDP
1 Pembentukan 24 Jnni 2O2O 74 Juti 2020
2 Masa 15 Juli 2020 13 stus 2020

5 PANITI-A PENGAWAS KECAMATAN, PPL,
DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUN
PEMBENTUKAN

GUTAN SUARA
Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan

Pe Pemilihan Umum
6 PEMBERITAHUAN DAN

PEMILIHAN
PENDAFTARAN PEMANTAU

Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1 Pemantauan Pemilihan Dalam N

a.

2l Pemarltauan Pemilihar: Asing

Ol November 2019

O1 November 2O19

02 Desember 2O2O

8 November 2O2O

I

I

J

2lI

3l

l

I

I

I
I



b Penda,ftaran aPelaksan rvelSu Jatau ak Penda taJ pa
Pedan Ht sila Pemilihan 01 November 2O 19 8 November 2020

t'ryPE RAHAE N DAFTAR NPE UD UD K POTENS LIA EP M ILIH
a Penerimaal DP4 23 Januari 2O2O 25 Januari 2O2Ob Sinkronisasi

Terakhir den
Pemilih Pemilu/ PemilihanDafta,r

DP4 26 Januai 2O2O 22 Maret 2O2O
C Pefiyafirpaian Hasil

dan KPU Kota
Kepada KPU ProvinsiSinkronisasi

21 Maret 2O2O 23 Maret 2O2O
d Pengumuman Hasil Sin

Terakhir
sasi DP4 dengan DpIkroni

27 Matet 2O2O 23 Marct 2O2O
8 MUTAKH FTARPE I DRAN NA PENYUSUN DAN P ILIEM H

a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh
PPS

KPU Kota dan
15 Juni 2O2O 14 Juli 2O2O

b Pemutakhiran
1 Pencocokan dan itian 15 Juli 2020 25 Juti 20202) Penyusunan daftar

oleh PPS
hasil pemutakhiranpemilih

7 Agustus 2020 29 Agustus 2020
3)

tingka
ta-khiran

lasitu daftar hRekap asilpemilih u takhiranpem
t deSA ukel rahan darr npenyamparan ya

beserta da-ftar hmilih asil u ke PPK
30 Agustus 2O2O 1 September 2O2O

4) lasi
tingka

tu dafta-rRekapi hasil upemilih takh tranpem
t kecama dtan an kepenyam apaiannya pad

KPU Kota
2 September 2020 4 September 2020

s) Re ut SIla daftarkapi hasil upemilih ta l<h lranpem
ri I Ko uta ntu dik SE DPS 5 Septe.mber 2020 14 September 2O2O

6) kapi tingkatRe tulasi D PS ISprovln tember 202015 16 ber 20207) Penyampaial DpS
melalui PPK

Kota kepada PPSoleh KPU

14 September 2020 18 Se ember 20208) dan tanggapan masyarakatPengumuman
ter DPS 19 September 2020 28 September 2020
Perbaikan PSD hole PPS 29 ber 2O2O 3 Oktober 202010) Rekapitulasi dan penyampaian DpS hasil

PPKdbaikan kelurahan ke
.+ Oktober 2020 6 Oktober 2020

1l) dan penyampaian DPS hasil
a KPU Kotat kecamatan ke

Rekapitulasi
baikan 7 Oktober 2020 9 Oktober 202O

12 Daflar Pemilih DPT
a) lasiReka tu DPS hasilp baikarrper tingkat

taKo nu ut dik sekan PID
9 Oktober 2020 16 Oktober 2020

b DPIPen PPS 17 Oktober 2O2O 26 Oktober 2020c tulasi DPI 17 Oktober 2020 18 Oktober 2020d Pen muman DPT oleh PPS 28 Oktober 2020 6 Desember 202O

II.

DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANG
PEMENUHA N PERSYARATAN

AN
minimPeneta jumlahpan um dukungan rsyaratanpe

dan baranperse nca]opasangan rseope rangan
kanLrerdasar re PTDkapituLasi Pemilu Pemilihan

terakhir
26 Oktober 2019 26 Oktober 2019

b muman t minima.l duku 3 Desember 2019 16 Desember 20tgC WakilnCa]o Gubernur dan bernu ur
1l Penyera-tran ud kusyarat Calonngan Pasangan

Gu ubem r wdan akil Gubernur a KPUkepad
srProvin

2l Pengecekan
sebaran

jumlah minimal dukungan dan
16 Februari 2O2O 23 Februari 2020

3) Verilikasi administrasi
Dokumen

dan Kegandaan 24 Februai 2O2O 22 Maret 2O2O

d Penyampaian syarat dari KPU Provinsidukungan
KPU Kota

1)

Wakil
ali

Pe t dnyerahan Syara Bakalukungan Pasangan
BuCalon danpati uB ti Calon Koalipa ta

dan wakil taKo KPU Kota
19 Februari 2020 23 Februari 202O

2 umlah duku dan sebaranPe 19 Februari 2020 26Februan2On 0

7.

I

I

I

I

e)

J

I
I

I
16 Februari 2O2o I 20 Februari 2020 

|

I



3) Verifi kasi administrasi dan Kegandaan Dokumen
24 Februari 2020 22 Maret 2O2O

e Penyam

ali

d kuuparan ngan Calon uG ubem rPasangal
dan akil Bu wdan Bakilpati u walipati

taKo dan akilw Kota PPS
22 Juni 2O2O 24 Juni 2O2O

f. erifikasi di
(em sejak

alfaktu ukel rahaltingkat SEdesa/ lama
41 t belas haripa kudo men syarat

du nku Bakal nCalo d terima PPS
24 Jurri 2O2O 29 Juni 2O2O

tulasi Duku kecamatanRe di 24 Juni 2O2O L2 Juti 2020h itulasi di ti t Kota 13 Juli 2020 19 Juli 2020I Reka t SItulasi di 20 Juli 2O2O 21 Jvli 2O2Otulasi Duku ProvinsiReka di 22 Jlli 2O2O 23 Juli 2O2Oberitah asil itulasi
Wakil

akil Wakil

Pem anu H Rekap BakaiDukungan
oCal n G bemuPasangan ru and Gu ubern r Bu atip

dan Bu w dalikota an waliko ta
22 Jull 2O2O 24 Juli 2O2O

a- Pemilihan Gubemur dan
Bupati dan Wakil Bupati
Wali Kota:

Wakil Gubemur/ Calon
/ Caton wali Kota dan Wakil

i) an dPenyerah syarat ukungan perbaikan kepada
ProvinKPU atasl u KPU Kota 25 Jub 2O2O 27 Juli 2O2O

2) Pengecekan jumhh?ukungan dan sebaran hasil
rbaikan 25 Juti 2020 28 Juli 2O2o

3) Ve mlnrS1rifika ad trasiS darr aaandKegan
meDoku Dn kuu Perbaikan 27 Juli 2O2O 4 Agustus 2020

b Penyam peuan hsyarat asii darirbaikandukungan pe
ProviKPU SIn a KPU Kota 5 Agustus 2020 7 Agustus 2020

C

akil
Pen dtyam kunupaian hasilsyara gan perbaikan
Pa Ca-lon G bernusangan darrUI w uG bernur

uB ati dan akilw Bu wp Koa-1i danta wpati aliakil
Kota ke a PPS

8 Agustus 2020 10 Agustus 2020

d Verifi lingkatSI faktu al orpertaikan
sade ke ralru an 8 Agustus 2020 16 Agustus 2020

e Rekapitulasi Dukungan hasil
kecamatan

perbaikan di tingkat l7 Agustus 2020 19 Agustus 2020
f Rekapitulasi Duku

Kota
ngan hasil perbaikan di tingkat

20 Agustus 2020 21 Agustus 2020
tiReka u lasi uD hasilpit rbaikarrkungan dipe ngkar

rovinSI 22 Agustus 2020 23 Agustus 2020
1 FTA PASANNPE UMG MU PEAN DN A RAN ANG CALO N stus 202028 tember 20203
2 FTA PASANPE DA RAN GANN NCALO tember 202O4 tember 20206
3 VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT

CALON
a. Verifikasi S t Pencalonan ber 20204 tember 20206
b um man dPengu menoku Calon andPasangan

kDo umen C nalo di laman KPU u tn ku ml]Ie lehpero
masudan kan t

4 September 2020 8 September 2020

C dan masukanT t tember 2O204 tember 20208
d Pemeriksaan kesehatan ber 2O2O4 1l Se ember 2O2Oe kesehatanhasil 11Se 2020 12 2020f. Verifikasi t calon tember 20206 12 Se ember 2020Pemberitahuan hasil verifikasi l3 bet 2O2O 14 Se mber 2020h Dokumen Perbaikan t CalonPen 1.1 tember 202O 16 Se ber 2O2OPengumuman doku

laman KPU
men perbaikal syarat Calon di 14 September 2020 22 September 2020

j perbaikan syarat calonVerifikasi
l6 September 2O2O 22 September 2O20

I ETA PA PASANNPE N GAN CA NLO
a. Penetapan Pasangan Calon

23 September 2020 23 September 2O20
b Pengundian dan

Calon
pengumuman nomor urut pasangan

c tata usahaSe Pemilihan ber 2O2O 9 November 2O2O

Dukunsan

Gubernur,

I

,

I

I

I

I

s.

I.

| 24 september 2o2o i 24 september 2ozo I



1) Pengajuan permohonan
Provinsi/ Panwas Kota

sengketa di Bawaslu Paling lama 3
keputusan KPU

{tiga} hari kerja sejak
Provinsi dan KPU Kota

dit kan
2) permohonan sengketaPerbaikan Paling lama 3

pemberitahuan
hari ke4'a sejak

kekuranglengkapan
(tiga)

rmohonan
3) sengketa dan putusanPenyelesaian

sejakPaling Ilama 2 ua hari(d t elas) kerj
diterimat] honan4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha

negarra 3 (tiga) hari kerJ'a sejak

Bawaslu Provinsi atau

Paling lama

Panwas Kota

putusan

s) baikimemPenggugat ddapat anper melengkap Paling lama 3 keg'a sejak
tan oleh PI TUN
(tiga) hari

diteriman
6) ilanPengad taTa satlaU NTinggi egara (Pr

meme riksa memdan tuu S
hari(lima1lama 5Paling ke arj

dintan7l
menindaklanj uti putusan pT TUN

Kota wajibKPU Provinsi dan/atau KpU
PT TUN
puluh)
suara

Paling
idal<

lama H setean ah u santup
melewatisepanjang

sebeHari um had u tanpem ngu
8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) Paling lama 5 ke{a sejak

utusan PT TUN
(lima) hari

diterbitkann
e) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi kei

kasasi diterima
20lama dua uul hPaIing anh ap

ak
10) ib

tidaklanj
KPU Provin sl dal ata KPUu Kota wE
mentn u tusan MApu putusan MA sepanjang tidak melewati 3O

(tiga puluh) Hari sebelum hari

Paling lama 7 (tujuh) Ha-ri setelah

tan suaraJ MPAPELAKSAN KAAAN I.ryE
a Masa I(am 26S ber 2O2O 5 Desember 2O2O1) tatap

dialog, penyebaran
ePert muan terba rtemtas, anupe muka dan

bahal kampa;rye kepada
pemasang€rn

dan ataualat lain
26 September 2020 5 Desember 2020

2 Debat Calonlikb terbu an ta-r Pa 26 tember 2020 5 Desember 20203) Kampanye melalui
elektronik

media masa, cetak dal
22 November 2020 5 Desember 2020

4 Masa ten bersihan alatdan 6 Desember 2O2O 8 Desember 2020b Adan diu t Dana Kam
1) Awal Dana KampanyeLaporarrPenyerahan

D 25 September 2020 25 September 2O2O
2 muman nerimaan LADK ber 2O2O26 tember 2020263) Laporan Penerimaan SumbanganPenyerahan

Dana Kam PSD 31 Okiober 2O2O 3l Oldober 2020
4 umall erimaan LPSDK I November 2020 I November 2020s) yerahan t aporan

uaran Dana Kam
danPen Penerimaan

LPPD 6 Desember 2020 6 Desember 2020
6) a Kantor AkuntankepadPenyerahan LPPDK

Publik 7 Desember 2020 7 Desember 2020
Audit LPPDK 7 Desember 2020 12 Desember 20208) Penyampaial hasil
Provinsi

t LPPDK kepada KpUaudi
22 Desember 2020 22 Desember 2020o

CalonPen aian hasil audi t 23 Desember 2020 25 Desember 202O10 Pe muman hasil audit 23 Desember 2020 25 Desember 2O6 GUTANPELAKSANAAN PE MUN SUARA
a. Pengadaan dan perlengkapan

u tan dan
pendistribusian

tu SUAIA
1) perlengkapan pemungutan

SUAIA

pengadaanProses
dan 7 Agustus 2020 20 November 2020

2l dan
tan dan

pendistribusian perlengkapan
suarau itu

Produksi
24 September 2020 8 Desember 2O2O

b Pemu tan Suara
1) Penyampaiarr kepada pemilihpemberitahuan

untuk memilih di TPS 30 November 2020 8 Desember 2020
2 tan dan suara di TPSPem 9 Desember 2020 9 Desember 2020

I

I

I

TUN} belas)

7 (tujuh)
30 (tisa 

I

l

I
umum,

I

I

I



o uman hasil suara di TPStu 9 Desember 2O2O 15 Dese mtler 2O2O4) umaI hasilPengum
ulmelal KPUlaman KPUoleh taKo 9 Desember 2020 15 Desember 2020

s) suara dari
di

npe hasilyampalan tunpengh gan
KPPS ke a PPS TPS 9 Desember 2020

6) manu hasilPengum tu suara PTpenghi Sngan per
oleh kelurahal 9 Desember 202O 15 Desember 2O2O

PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA

Penyampaian hasil penghitungan suara di TpS oleh
PPS a PPK I Desember 2020 1 1 Desember 2020

b Rekapitulasi hasil
kecamatan oleh PPK

penghitungan

C KecamPen muman hasilgu reka tu lasi t ap1 tantingka
umelal laman KPU o KPUleh Kota 10 Desember 2020 20 Desember 2020

d Penyampaian rekapitulasi ha
tingkat

sil penghitungan suara di

Kecamatan ke KPU Kota
10 Desember 2020 16 Desember 2020

Rekapitulasi
Pemilihan

hasil suara tipenghit Kotaungan ngkat
nu t ku G bernu ur d wan akil G bernu ru 13 Desember 2020 17 Desember 2O2O

f. lasi PerhiRe tu Hasilkap Suara ttungan taKotingka
nu tuk Pemilihan uG bernur wdan Guakil bemur

17 Desember 2020

rekapiPe muman hasilngu lasitu tin tgka
KPUlaman hole KPU Kota 13 Desember 2O2O 23 Desember 2020

h

Gubemur dan Wakil Gu

Pen)'arn pitulasi penghi
Pemi

rekapaian hasil suarangan
t taKo ke KPUa s1Provintingka pad tun ku ihan

bernur
1. Rekapitulasi,

penghitungan
penetapan dan pengumuman hasil

sua-ra tingkat provinsi untuk pemilihan
Gubernur dan Wakil
Gubernur

16 Desember 2020 20 Desember 2O20

j Pengumuman hasil
Pemilihan Gubern
laman KPU oleh
KPU Provinsi

reka asrtul tp rovlnsl nu ktutingka p
ur dan wakil G bernu ur ulmelal

16 Desember 2020

APAt\PE 11,1 N CALG TERPI HLl

perselisih Pemilihan
Penetapan calon ilihpasangan tanterp narhopa permo

han asil

a. Wakil Bupati atau Calon Wali
Kota ndan Wa_hil Wa_li Kota Terpilih
Calon Bugati dan Paling lama 5 {lima) Hari setelah

Mahkamah Konstitusi secara resmi
memberitahukan permohonan yang
teregistrasi dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi RP ke a KPUb Calon Gubemur dan Wakil Gubernur Terpilij lama 5 (lima) Hari setelah
Mahkamah Kcnstitusi secara resmi

Paling

berimem tahukan ohonanperm yang
ddamstrasi uB Rkuteregi Strasieg1

Perkara Konsti S1tu B KPUN DAN SENGKETA TTASIL
PEMILIHAN
PENYELESATAN PELANGGARA Menyesuaikal den€an

penyelesaian sengketa di
Konstitusi

jadwal
Mankamah

Penetapan pasangan
Mahkamah Konstitusi

Putusancalon terpilih pasca ma) hari setelah salinan
penetapan, putusan dismissal atau
putusan Maikamah Konstitusi diterima
oleh KPU
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Tidat ada permohonan pHp 3 (tiga) hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih sebagaimana
Pa.Iing lama

dimal<sud 8
Ada permohonan PHp 3 (tiga) hari setelah penetapan

pasangan calon terpilih pasca putusan MK
Paling lama

SE dimaksud 9
b Gubernur dal Wakil GubemurT

Tidak ada permohonan pHp 3 (tiga) hari setelah penetapan
ca.ion terpilih sebagaimanapasangan

dimaksud

Paling lama

8
Ada permohonan PHP 3 (tlga) hari setelah penetapan

pasalgan calon terpilih pasca putusan MK
Paling lama

SE a dimalsud 9t1 DAN PEI-APORAN TAI{APAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBE

PEMILIHANEVALUASI
RNUR

a Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil
Wa,li Kota T
Tidak ada permohonan pHp 2 (dua) bulan setelah

penetapan pasangan calon terpiiih
sebagaimana dimaksud angka l0 huruf a

Paling lama

1
Ada permohonan PHP 2 (dua) bulan setelah

penetapan pasang€rn calon terpilih
sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a

Paling lama
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b Gubernur dal Wal<it Gubernur T

Tidak ada permohonan pHp 2 (dua) bulan seteiah
penetapan pasangan calon terpilih
sebagaimana dimaksud angka 10 huruf a

1

Paling lama

Ada permohonan PHp g lama 2 (dua) bulan setelah
penetapan pasangan calon terpilih
setragaimana dimaksud angka l0 huruf a
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Ditetapkan di Tomohon
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